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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknologi
informasi memoderasi pengaruh pengendalian intern dan
kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan
keuangan.Penelitian dilakukan pada organisasi perangkat
daerah di kabupaten Badung sebanyak 28 organisasi perangkat
daerah. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 112 orang.Teknik
analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression
Analysis (MRA). Hasil pengujian menunjukkan pengendalian
intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan
keuangan, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh
pada kualitas laporan keuangan, teknologi informasi
memperkuat pengaruh pengendalian intern dan kompetensi
sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan.
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Information Technology Moderate The Effect of Internal
Control and Human Resource Competence on The
Financial Statement Quality

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify whether information
technology moderate the impact of internal control and human
resources competency in the financial statement quality. The Reseach
was done to 28 regional government officials of Badung. The number of
samples are 112 peoples. The technique that was used for the analysis is
Moderated Regression Anlysis(MRA). The result of the test shows that
internal control affects positively and significantly in the financial
statement quality. Human resource competence does not affect the
financial statement quality. Information technology strengthen the
impact of internal control on financial statement qualityand
information technology strengthen the impact of human reources
competence on the financial statement quality.

Keywords: Control; Competence; IT; Financial Statement.

E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 3
Denpasar, Maret 2020
Hal. 584-597

Artikel Masuk:
19 November 2019

Tanggal Diterima:
5 Desember 2019

584



SUSENA, LLN.A. & SUPADM]I, N.L.
TEKNOLOGI INFORMASI MEMODERASI...

PENDAHULUAN

Fenomena yang menjadi sorotan utama pada organisasi sektor publik di
Indonesia adalah adanya tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat
maupun di daerah. Akuntabilitas dan transparansi keuangan negara adalah
tujuan penting dari sektor publik (Tambingon, et al., 2018). Pemerintah
berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban di dalam pengelolaan keuangan. Secara umum,
pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang diperlukan untuk
evaluasi situasi keuangan, konstitusi ekonomi lembaga, evaluasi kinerja,
kemampuan profitabilitas, evaluasi kondisi pengamanan keuangan, penggunaan
arus kas, evaluasi situasi tanggung jawab manajemen, kinerja tugas hukum,
penyediaan informasi pelengkap untuk memahami informasi yang dilaporkan,
informasi keuangan yang lebih baik dan usulan situasi di masa depan (Golshani,
2017). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) menjelaskan karakteristik laporan keuangan yang
berkualitas yaitu; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kewo dan Afiah (2017) mendefinisikan kualitas laporan keuangan
sebagaimana dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi pelaporan keuangan
yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi suatu entitas pada akhir
periode. Untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun
daerah perlu dilakukan audit dan pemeriksaan oleh badan atau instansi yang
berwenang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
merupakan badan yang bertugas untuk melakukan audit atas laporan keuangan
pemerintah daerah setiap tahunnya dan mengeluarkan opini atas hasil audit
tersebut.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK pada laporan keuangan
pemerintah daerah di wilayah provinsi Bali, BPK masih menemukan beberapa
permasalahan dan penyimpangan dalam proses penyusunan laporan keuangan
yaitu seperti masih ditemukannya beberapa kelemahan sistem pengendalian
intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan (bali.antaranews.com, 2019). Permasalahan ini
diduga diakibatkan oleh kurang efektifnya penerapan pengendalian intern dan
rendahnya kompetensi SDM yaitu pemahaman terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kabupaten Badung memperoleh opini WIP dari BPK yang didasarkan
pada ikhtisar hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 untuk LKPD tahun
2017.Namun, meskipun opini yang diberikan BPK kepada LKPD kabupaten
Badung berupa opini WTP tetapi berdasarkan dari Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) semester II perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) provinsi Bali yang terbit pada tahun 2018, BPKP provinsi Bali yang
melakukan bimbingan konsultasi review atas laporan keuangan pemerintah
daerah berbasis akrual sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor
900/795/B3/1] tanggal 31 Agustus 2016 dan surat edaran deputi kepala BPKP
bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah nomor SE-
82/D4/03/2017 tanggal 3 Februari 2017, yang dilakukan di kabupaten Badung,
kabupaten Klungkung dan kabupaten Buleleng. Adapun permasalahan umum
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yang ditemukan di tiga pemerintah daerah tersebutadalah: Pengelola keuangan
daerah belum sepenuhnya paham terhadap mekanisme pencatatan transaksi
keuangan secara umum untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan. OPD belum menyusun laporan
keuangan yang terdiri dari neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) secara mandiri, sehingga laporan keuangan konsolidasi belum
didukung dengan laporan keuangan OPD. Penghitungan beban penyusutan dan
akumulasi penyusutan belum selesai seluruhnya dan masih terdapat selisih
antara perhitungan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS
antara dinas pendidikan pemuda dan olahraga dengan bagian keuangan.
Keterlambatan penyelesaian penyusunan LKPD Kabupaten sehingga draft LKPD
terlambat diserahkan kepada tim pelaksana review. Tim review inspektorat
kabupaten belum sepenuhnya memahami dan mampu melakukan review
laporan keuangan berbasis akrual dan sekaligus menyusun laporan hasil review
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan-temuan yang diperoleh dari LHP semester II tahun 2018 yang
diterbitkan oleh perwakilan BPKP provinsi Bali diatas mendukung temuan dari
perwakilan BPK provinsi Bali yang menyatakan bahwa dalam proses
penyusunan laporan keuangan masih ditemukan beberapa kelemahan dalam
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Selain temuan permasalahan pada proses penyusunan LKPD, temuan
lain yang didapat perwakilan BPKP Provinsi Bali yaitu perwakilan BPKP
provinsi Bali melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)
yang dilakukan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam
rangka membantu penyidikan. Tahun 2017 telah diterbitkan 9 (sembilan) laporan
hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dengan nilai Rp.
13.765.825.144 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

No Lokasi Kasus Jumlah Nilai Kerugian
(Pemda) kasus (Rp)

1 Kota Denpasar 1 2.853.766.355,00

2 Kabupaten Tabanan 1 200.000.000,00

3 Kabupaten Bangli 1 134.414.000,00

4 Kabupaten Klungkung 1 94.344.494,78

5 Kabupaten Jembrana 3 1.065.800.000,00

6 Kabupaten Badung 1 952.200.000,00

7 Provinsi Bali 1 8.465.300.294,00
Jumlah 9 13.765.825.144,00

Sumber: http:/ /bpkp.go.id

Berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN),
nilai kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang material di
kabupaten badung sebesar Rp 952.200.000,00. Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang
material adalah berupa pengambilalihan aset negara dengan pensertifikatan
tanah, penyelewengan pengadaan barang dan jasa, penerimaan daerah yang
tidak disetor dan digunakan langsung untuk keperluan pribadi serta bantuan
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sosial dan hibah dari pemerintah. Kerugian atas kasus dugaan tindak pidana
korupsi ini mengindikasikan bahwa masih kurang efektifnya pengendalian
intern di pusat pemerintahan kabupaten Badung sehingga masih ada celah
terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Meskipun nilai kerugian atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yg terjadi di
kabupaten Badung lebih rendah dari provinsi Bali, kota Denpasar dan kabupaten
Jembrana, namun apabila dibiarkan tentunya akan memberikan dampak yang
lebih buruk kedepannya pada kualitas LKPD kabupaten Badung. Kabupaten
Badung merupakan kabupaten dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tertinggi di provinsi bali sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan
keuangan menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, permasalahan-
permasalahan dan penyimpangan yang terjadi harus segera diantisipasi dan
diselesaikan.

Kabupaten Badung dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang
kuat agar tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan dalam proses
penyusunan laporan keuangan dan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Efektivitas sistem pengendalian intern sangat penting untuk mencegah
terjadinya tindakan penyelewengan danuntuk meningkatkan kualitas dari
laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang efektif dipastikan oleh
identifikasi dan evaluasi lingkungan kontrol yang merepresentasikan kesadaran
kontrol keseluruhan dari suatu entitas (Rubino, et al., 2017). Dalam sektor publik,
PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
melakukan perancangan pengendalian intern.

Efektivitas penerapan pengendalian intern diorganisasi khususnya
pemerintah daerah sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan
semakin berkualitas. Menurut Urbanik (2016)dengan memberlakukan
pengendalian, unit pemerintah daerah dapat meningkatkan manajemen
keuangan dan kinerjanya secara keseluruhan. Penelitian tentang pengaruh
pengendalian intern pada kualitas LKPD sudah banyak dilakukan dan
memperoleh hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra &
Putra (2014), Nurillah (2014), Surastiani dan Handayani (2015),Sudiarianti et al.
(2015), Anwar & Mukadarul (2016), Andrianto (2017), Setiawan & Gayatri (2017)
danTrisnawati & Wiratmaja (2018) memperoleh hasil pengendalian intern
berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Soimah
(2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh
positif dan signifikan pada kualitas LKPD, serta Sari (2016) dan Manullang
(2016) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh
signifikan terhadap Kualitas LKPD. Namun hasil yang berbeda diperoleh oleh
Karmila et al. (2014) dan Septarini & Papilaya (2016) membuktikan secara empiris
bahwa pengendalian intern yang termasuk di dalamnya pengendalian intern
akuntansi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Selain efektivitas dalam penerapan pengendalian intern, SDM yang
terdapat di lingkungan pusat pemerintahan kabupaten Badung juga harus
memiliki kompetensi yang memadai terutama dalam hal pemahaman terhadap
Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) agar tidak terjadi kesalahan analisis
transaksi dalam proses penyusunan LKPD. SDM merupakan salah satu indikator
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yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Nurillah (2014)
menyatakan bahwa SDM yang paham dan kompeten dalam akuntansi keuangan
pemerintahan daerah sangat dibutuhkan dalam menghasilkan laporan keuangan
daerah yang berkualitas. Kompetensi SDM merupakan penentu utama
keberhasilan organisasi dan karakteristik dasar seseorang untuk berpikir,
berperilaku, bertindak dan menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan
dipelihara oleh seseorang pada periode tertentu (Hidayah & Zarkasyi, 2017).
SDM yang berkompeten akan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan
efektif dan efisien. Penelitian tentang pengaruh kompetensi SDM pada kualitas
laporan keuangan sudah cukup banyak dilakukan dan memperoleh hasil yang
beragam. Penelitian yang dilakukan olehIhsanti (2014), Kiranayanti dan Erawati
(2016), Utama (2017) dan Agung (2018) mendapatkan hasil jika kompetensi SDM
berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Diani (2014),
Mahaputra &Putra (2014), Nurillah (2014) dan Suarmika (2016) memperoleh
hasil bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan. Manullang (2016) membuktikan bahwa SDM berpengaruh
signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang berbeda
didapatkan oleh Ponamon (2014) dan Ningrum (2018) menyatakan bahwa
kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hasil yang sama
diperoleh oleh Siwambudi (2017) yang memperoleh hasil kompetensi SDM tidak
berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan SKPD kabupaten
Klungkung. Sedangkan Karmila et al. (2014), Suwanda (2015) dan Rahmawati
(2015) yang membuktikan secara empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia
tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan adanya inkonsistensi pengaruh
pengendalian intern dan kompetensi SDM pada kualitas LKPD dimana salah
satu penyebabnya adalah adanya faktor kontinjensi. Penelitian ini menduga
adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat berperan sebagai variabel
pemoderasi. Semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi akan
memberikan dampak positif dalam proses penyusunan laporan keuangan dan
pengelolaan kuangan pemerintah. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan
keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya.
Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan dengan mengaplikasikan
suatu sistem yang dapat diandalkan dan membantu mendeteksi kesalahan
dengan cepat didalam proses penyusunan laporan keuangan.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan produk dari
teknologi informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk digunakan oleh
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara komprehensif mulai dari
sistem keuangan, aset daerah serta pendapatan daerah. SIMDA telah digunakan
oleh banyak pemerintah daerah termasuk kabupaten Badung.Adanya
pemanfaatan teknologi informasi berupa SIMDA diharapkan dapat membantu
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah di dalam pengelolaan
keuangan daerah khususnya di kabupaten Badung sehingga laporan keuangan
yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hal ini didukung dengan penelitian
Mahaputra & Putra (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Primayana et al (2014) menyatakan
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bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Sari et al (2014)
menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Haza (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah
kabupaten Padang & Andrianto (2017) yang membuktikan bahwa teknologi
informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori stewardship, pemerintah sebagai agen berkewajiban
untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada
rakyat sebagai prinsipal berupa laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah efektivitas
penerapan pengendalian intern di pemerintahan. Sistem pengendalian intern
merupakan cara untuk mengawasi kinerja dari SDM suatu entitas dan mencegah
adanya penyimpangan maupun fraud.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan olehTrisnawati dan
Wiratmaja (2018), Soimah (2014), Sari (2016), Andrianto (2017), Mahaputra &
Putra (2014), Manullang (2016), Anwar & Mukadarul (2016), Surastiani dan
Handayani (2015), dan Sudiarianti et al (2015) yang membuktikan bahwa sistem
pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dan penelitian Sugandi et al (2014) yang memperoleh hasil
bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan positif
terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan
uraian, teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan
adalah:

Hi: Pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori stewardship, pemerintah sebagai agen berkewajiban
untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada
rakyat sebagai prinsipal berupa laporan keuangan yang berkualitas. Sumber
daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi merupakan salah satu
faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sumber daya
manusia dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai agar
meminimalisir terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam proses penyusunan
laporan keuangan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agung (2018),
Kiranayanti dan Erawati (2016), Nurillah (2014), Mahaputra & Putra (2014), Afiah
& Rahmatika (2014) dan Manullang (2016) yang membuktikan secara empiris
bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif pada kualitas LKPD.
Berdasarkan teori, uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang
diajukan adalah:

H»: Kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait pengaruh SPIP pada kualitas
LKPD diduga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor
kontinjensi yang dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh pengendalian
intern pada kualitas LKPD. Pemanfaatan teknologi informasi yang adamembuat
pengendalian intern yang terdapat dalam organisasi akan semakin baik, karena
pengendalian intern tersebut akan terintegrasi ke dalam satu sistem sehingga
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dapat memberikan kemudahan dalam memantau segala aktivitas di dalam

organisasi dan lebih cepat dalam mendeteksi terjadinya penyimpangan dan

fraud.Berdasarkan teori, uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis

yang diajukan adalah:

Hs: Teknologi informasi memperkuat pengaruh pengendalian intern pada
kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kompetensi SDM pada
kualitas LKPD terjadi ketidakkonsistenan hasil, hal ini diduga dipengaruhi oleh
pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor kontinjensi yang mampu
memperlemah atau memperkuat pengaruh kompetensi SDM pada kualitas
LKPD. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kualitas LKPD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dalam
rangka mewujudkan tujuan organisasi, termasuk tujuan untuk mewujudkan
laporan keuangan yang berkualitas pemanfataan teknologi informasi sangat
diperlukan untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi kinerja dari SDM. Dalam
penyusunan laporan keuangan, apabila sumber daya manusia yang
berkompeten didukung dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang
tepat maka akan menciptakan kecepatan dan ketepatan dalam pemrosesan
transaksi yang akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan. Dengan adanya teknologi informasi juga memberikan manfaat dalam
meminimalisir terjadinya kesalahan, biaya pemrosesan yang lebih rendah,
efektivitas dan efisiensi waktu dan dapat menyimpan data dalam kapasitas
besar. Berdasarkan teori, uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis
yang diajukan adalah:

Hy: Teknologi informasi memperkuat pengaruh kompetensi SDMpada kualitas
laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel terikat (dependent) yaitu Kualitas
Laporan Keuangan, variabel bebas (independent) yaitu Pengendalian Intern,
Kompetensi SDM dan variabel moderasi yaitu Teknologi Informasi. Penelitian
ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah di kabupaten Badung sebanyak
28 OPD. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 112 orang. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini dilakukan secara nonprobabilitysampling, yaitu dengan
menggunakan pendekatan purposive sampling. Purposive sampling yaitu penentuan
sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan
kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian
ini adalah: OPD di kabupaten Badung yang berbentuk dinas dan badan.
Perangkat daerah yang menjabat sebagai kepala OPD, kepala sub bagian
keuangan, bendahara OPD dan satu staf sub bagian keuangan yang bekerja pada
masing-masing OPD yang berbentuk dinas dan badan. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah metode survei berupa kuesioner. Teknik analisis
data yang digunakan pada penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis
(MRA).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi
tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain minimum, maksimum, mean,
dan standar deviasi Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel N Min Maks Mean Std. .
Deviation

Pengendalian Intern (X1) 100 28,00 40,00 33,9100 3,46146

Kompetensi Sumber Daya Manusia 100 28,00 44,00 35,4700 3,75904

(X2)

Teknologi Informasi (X3) 100 16,00 24,00 20,8400 2,37291

Kualitas Laporan Keuangan (Y) 100 32,00 44,00 38,1300  4,16977

Valid N (listwise)
Sumber: Data Penelitian, 2019

Tabel 2. Menunjukkan hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel yang
diteliti, variabel pengendalian intern (Xi) mempunyai nilai minimum dan
maksimum sebesar 28,00 dan 40,00. Rata-rata sebesar 33,9100 dan standar deviasi
sebesar 3,46146. Nilai rata-rata sebesar 33,9100 menunjukkan secara rata-rata
jawaban responden mengarah ke nilai maksimum yang artinya pengendalian
intern cukup efektif.Variabel kompetensi SDM (X2) mempunyai nilai minimum
dan maksimum sebesar 28,00 dan 44,00. Rata-rata sebesar 35,4700 dan standar
deviasi sebesar 3,75904. Nilai rata-rata sebesar 35,4700 menunjukkan bahwa
secara rata-rata jawaban responden mengarah ke nilai maksimum yang artinya
kompetensi sumber daya manusia cukup tinggi.Variabel teknologi informasi (Xs)
mempunyai nilai minimum dan maksimum sebesar 16,00 dan 24,00. Rata-rata
sebesar 20,8400 dan standar deviasi sebesar 2,37291. Nilai rata-rata 20,8400
menunjukkan secara rata-rata jawaban responden mengarah ke nilai maksimum
yang artinya tingkat pemanfataan teknologi informasi cukup tinggi. Variabel
kualitas laporan keuangan (Y) mempunyai nilai minimum dan maksimum
sebesar 32,00 dan 44,00. Rata-rata sebesar 38,1300 dan standar deviasi sebesar
4,16977. Nilai rata-rata sebesar 38,1300 menunjukkan bahwa secara rata-rata
jawaban responden mengarah ke nilai maksimum yang artinya kualitas laporan
keuangan cukup tinggi.

Uji asumsi klasik pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik penelitian
dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Asumsi Klasik

.. .. Uji
N . Variabel Uji . Multikoleniaritas
Normalitas Heteroskedastisitas
Tolerance VIF
Signifikansi ~ Pengendalian Intern (X1) 0,062 0,580 1,723
=0,339 Kompetensi SDM (X») 0,885 0,710 1,408
Teknologi Informasi (X3) 0,383 0,563 1,775
Interaksi X1*X3 0,110
Interaksi Xo*X3 0,688

Sumber: Data Penelitian, 2019
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Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa hasil uji normalitas memiliki nilai
signifikansi 0,339 > 0,05 yang menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi
normal. Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa tidak terjadi gejala
multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dari nilai tolerence dan VIF dari setiap
variabel bebaslebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 10. Berdasarkan Tabel 3
diketahui bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model. Hal ini
ditunjukkan dari nilai hetroskedastisitas setiap variabel dan interaksi yang
semua nya lebih besar dari 0,05.

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk memperoleh gambaran
mengenai kemampuan teknologi informasi memoderasi pengaruh pengendalian
intern dan kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan. Hasil Uji MRA
dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Moderated Regression Analysis

Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients

B Std.Error Beta t Sig.
(Constant) 10,660 2,427 4,329 0,00
Pengendalian Intern (X1) 0,321 0,081 0,267 3,964 0,000
Kompetensi SDM (Xz) 0,034 0,071 0,031 0,480 0,633
Teknologi Informasi (X3 0,343 0,116 0,195 2,966 0,004
X1.X3 0,274 0,111 0,254 2,470 0,015
X2.X3 0,386 0,117 0,354 3,292 0,001
Adjusted Rsquare 0,764
Fhitung 65,085
F Sig 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil analisis MRA pada Tabel 4. modeIMRA yang terbentuk
pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Y =10,660 + 0,321X; + 0,034X> + 0,343X5 + 0,274X1.X5 +0,386X2. X5 + €

Nilai kostanta 10,660 menandakan bahwa pengendalian intern,
kompetensi sumber daya manusia, interaksi teknologi informasi dengan
pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia adalah sama dengan
nol, maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 10,660.Nilai koefisien
regresi pengendalian intern sebesar 0,321 menandakan jika pengendalian intern
meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat
sebesar 0,321 dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.Nilai koefisien
regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,034 memiliki artijika
kompetensi meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan
akan meningkat sebesar 0,034 dengan asumsi variabel lainnya sama dengan
nol.Nilai koefisien regresi teknologi informasi sebesar 0,343 memiliki arti jika
teknologi informasi meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,343 dengan asumsi variabel lainnya sama
dengan nol.Nilai koefisien moderasi antara pengendalian intern dengan
teknologi informasi sebesar 0,27 memiliki arti setiap interaksi pengendalian
intern dengan teknologi informasi meningkat satu satuan, maka kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,274.Nilai koefisien moderasi antara
kompetensi sumber daya manusia dengan teknologi informasi sebesar 0,386
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memiliki arti bahwa setiap interaksi kompetensi sumber daya manusia dengan
teknologi informasi meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan
akan meningkat sebesar 0,386.

Tabel 4. menunjukkan hasil uji kelayakan model (uji F).Nilai F hitung
dalam penelitian ini sebesar 65,085dengan tingkat signifikansi uji F 0,000 < 0,05
yang artinya model regresi layak untuk digunakan.Koefisien determinasi pada
penelitian ini jika dilihat dari nilai Adjusted Rsuq adalah sebesar 0,764. Ini berarti
sebesar 76,4% variabel pengendalian intern dan kompetensi sumber daya
manusia menjelaskan variasi dari kualitas laporan keuangan, sedangkan 23,6%
sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Nilai signifikansi uji t untuk variabel pengendalian intern pada kualitas
laporan keuangan sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 0,05 dan nilai koefisien
regresi sebesar 0,321. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern
berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan, sehingga
hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi pengawasan yang dilakukan dalam sistem pengendalian intern
pada OPD kabupaten Badung, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan
akan semakin baik dan akurat.

Nilai signifikan uji t untuk variabel kompetensi sumber daya manusia
pada kualitas laporan keuangan sebesar 0,633 lebih besar dari a = 0,05 dan nilai
koefisien regresi sebesar 0,034. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber
daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, sehingga
hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.Hal ini berarti apabila terjadi
peningkatan pada kompetensi SDM di kabupaten Badung maka tidak akan
memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Nilai signifikansi uji t untuk variabel teknologi informasi memoderasi
pengaruh pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan sebesar 0,015
lebih kecil dari a = 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,274. Hal ini
menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memperkuat pengaruh
pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis ketiga
diterima. Hal ini berarti, adanya pemanfaatan teknologi informasi yang memadai
di kabupaten Badung sangat bermanfaat untuk terciptanya efisiensi dan
efektivitas di dalam penerapan pengendalian intern yang secara tidak langsung
akan berdampak positif pada kualitas LKPD yang dihasilkan kabupaten Badung.

Nilai signifikansi uji t untuk variabel teknologi informasi memoderasi
pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan
sebesar 0,001 dari a = 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,386. Hal ini
menunjukkan bahwa teknologi informasi memperkuat pengaruh kompetensi
SDM pada kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis keempat diterima. Hal
ini berarti pemanfaatan teknologi informasi di kabupaten Badung memberikan
pengaruh pada hubungan kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan.
Dalam melakukan pengelolaan keuangan, kabupaten Badung telah
menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA).Pemanfaatan teknologi informasi berupa SIMDA membantu
SDM di pusat pemerintahan kabupaten Badung dalam menyusun laporan
keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis, simpulan penelitian ini adalah:Pengendalian intern
berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan, kompetensi
sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan,
teknologi informasi memperkuat pengaruh pengendalian intern dan kompetensi
sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan

Dari hasil penelitian, pemerintah kabupaten Badung diharapkan dapat
meningkatkan pemantauan dan pengawasan dalam penerapan pengendalian
internagar tidak ada celah terjadinya penyimpangan maupun fraud. Pemerintah
kabupaten Badung diharapkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia secara rutin dengan mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan
diklat-diklat yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan guna
meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan memperhatikan penempatan
sumber daya manusia yang masih belum disesuaikan dengan keahlian
individual masing-masing, khususnya pada bagian akuntansi.Pemerintah
kabupaten Badung juga diharapkan dapat meningkatkan dan memaksimalkan
pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan guna menunjang
kompetensi sumber daya manusia dan penerapan pengendalian intern di
kabupaten Badung serta dalam penyusunan laporan keuangan daerah.Peneliti
selanjutnya dapat mengganti atau menambahkan variabel baru yang berkaitan
dengan kualitas laporan keuangan seperti variabel motivasi kerja.
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